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BUPATI EAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KAPUAS
NOMOR 15 TAHUN 2017

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON
PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU

Menimbang :

Mengingat :

PINTU KABUPATEN KAPUAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAPUAS,

bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Kapuas Nomor 14
Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan
Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas;

bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat serta memperpendek proses pelayanan guna
mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan,
pasti, dan terjangkau dilaksanakan suatu pelayanan terpadu
satu pintu baik yang bersifat pelayanan perizinan dan
Nonperizinan perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur
pelayanan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Kapuas
tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan
Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Daerah Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 72, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara
Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5038);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);



10.

Menetapkan :

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5357);

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2016 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 33);
Peraturan Bupati Kapuas Nomor 61 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Kapuas (Berita Daerah Kabupaten Kapuas
Tahun 2016 Nomor 69);

Peraturan Bupati Kapuas Nomor 14 Tahun 2017 tentang
Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan
Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas (Berita Daerah
Kabupaten Kapuas Tahun 2017 Nomor 14).

PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PERIZINAN DAN RON PERIZINAN PADA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KAPUAS.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

10.

11.

12.

Daerah adalah Daerah Kabupaten Kapuas.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Kapuas

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Kapuas.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kapuas yang selanjutnya disingkat DPMPTSP
adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Kapuas.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas

Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan adalah Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan
Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas.
Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat
PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu
kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai
dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu
pintu.

Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan mepanam
modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun
penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah
negara Republik Indonesia.

Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang
melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam
modal dalam negeri dan penanam modal asing.

Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan
oleh Pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki
kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan,
fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.



13. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat
SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan
mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas
organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana
dan oleh siapa dilakukan sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Pasal 2
PTSP bertuyjuan untuk :
a. memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada
masyarakat;

b. memperpendek proses pelayanan;

c. mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah,
transparan, pasti, dan terjangkau; dan

d. mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas
kepada masyarakat.

Pasal 3
PTSP dilaksanakan dengan prinsip :
a. keterpaduan;
b. ekonomis;
c. koordinasi;
d. pendelegasian atau pelimpahan wewenang;
e. akuntabilitas; dan
f. aksesibilitas.
BAB I
STANDAR PELAYANAN
Pasal 4

Standar pelayanan perizinan dan nonperizinan pada 'Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Kapuas meliputi :

a. dasar hukum;

b. persyaratan;

c. sistem, mekanisme dan prosedur; dan

d. jenis pelayanan.

BAB III
PROSEDUR PELAYANAN
Pasal 5

(1) Dasar Hukum, Persyaratan dan Mekanisme Pelayanan Umum
pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



(2) Bagan Alur Prosedur Pelayanan Umum yang dilaksanakan
pada DPMPTSP tercantum dalam Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati

(3) Bentuk blangko permohonan pelayanan umum dan surat-
surat perizinan ditetapkan oleh Kepala DPMPTSP.

(4) Jenis pelayanan perizinan dipasang dalam papan
pengumuman dan atau brosur/booklet di DPMPTSP agar
masyarakat dapat melihat/membaca dan mengetahuinya
dengan mudah.

Pasal 6

DPMPTSP menyediakan sarana dan prasarana untuk pelayanan

umum, yaitu :

a. loket/ruang pengajuan permchonan;

b. tempat/ruang pemprosesan berkas;

c. loket/ruang pembayaran (kasir); dan

d. loket/ruang penyerahan dokumen.

Pasal 7

(1) Kepala DPMPTSP melalui Kepala Bidang Penyelenggaraan
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan wajib menelii dan
menindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat baik
disampaikan secara lisan dan tertulis untuk dicarikan jalan
penyelesainya.

(2) Penyelesaian setiap laporan masyarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan secara berkala
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas.

BAB IV
PEMBIAYAAN
Pasal 8

Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Kapuas.



BABV
EKETENTUAN PENUTUP

Pasal 9
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan
Bupati Kapuas Nomor 7 Tahun 2009 tentang Standar
Operasional Prosedur Pelayanan Umum di Badan Pelayanan
Perijinan Terpadu Kabupaten Kapuas (Berita Daerah Kabupaten
Kapuas Tahun 2009 Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 10
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 12 Juni 2017

BUPATI KAPUAS,

ttd

BEN BRAHIM S. BAHAT

Diundangkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 12 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS,
ttd

RIANOVA
BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2017 NOMOR 15




